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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBTIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (Hunting)

a

GERMAS

Nomor
Lampiran
Hal

: PR.01 .01/1 .3/ I N t1t2o2o x.a- Mei zozo
: 6 Lembar
: Pedoman Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Seluruh lndonesia

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Rl Nomor S-301MK.712020 tanggal 22 Mei

2020, hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik

oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik TA.

2021 , setla Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Nonfisik f A. 2021 bersama ini

disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup DAK Bidang Kesehatan

1. DAK Fisik Bidang Kesehatan terdiri dari:

a. DAK Reguler Bidang Kesehatan:

1) Subbidang Pelayanan Dasar

2) Subbidang Pelayanan Rujukan

3) Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai

4) Subbidang Kesiapan Peningkatan Sistem Kesehatan

b. DAK Penugasan Bidang Kesehatan:

1) Penguatan lntervensi Stunting (Major Project)

2) Penguatan Penurunan Angka Kematian lbu dan Bayi

2. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri dari :

a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK):

'1) Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi

2) Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten/Kota

3) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

4) Bantuan Operasional Kesehatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5) Bantuan Operasional Kesehatan khusus Stunltng



b. Dukungan Akreditasi:

1) Dukungan Akreditasi Puskesmas

2) Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah

c. Jaminan Persalinan (Jampersal)

B. Tata Cara Penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan

1. DAK Fisik Bidang Kesehatan

a. Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah menyampaikan usulan DAK Fisik

Bidang Kesehatan persubbidang per menu dan rincian kegiatan pada aplikasi

KRISNA DAK dengan alamat portal https;//krisna'systems sesuai portal masing-

masing daerah.

b. Proses input usulan hanya dapat dilakukan oleh user yang telah mendaftar di

httpsr/krisna.systems serta telah diatur sebagai role tertentu oleh user admin

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)'

c. Usulan Oinas Kesehatan dan RSUD disampaikan kepada BAPPEDA melalui

aplikasi KRISNA DAK.

d. BAPPEDA bersama Sekretaris Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah'

lnspektorat Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta RSUD

membahas usulan DAK bidang kesehatan /subbidang dengan memperhatikan

hal, antara lain:

1) Kesesuaian usulan dengan prioritas nasionaldan prioritas daerah

2) Sinkronisasi kegiatan antar bidang/subbidang

3) Skala Prioritas Per subbidang

4) Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk dalam mendukung

Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

5) Lokasi pelaksanaan kegiatan (Dinkes, RSUD, Puskesmas)

6) Satuan biaya masing-masing kegiatan

7) Tingkat penyerapan dan capain oupuf DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam 3

tahun terakhir: dan

8) Kesiapan pelaksanaan, termasuk kelengkapan dokumen-dokumen

Pendukung.

e. Berdasarkan usulan DAK Fisik per subbidang yang telah dibahas sebagaimana

dimaksud pada huruf d, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

memperbaiki dan menyampaikan usulan per subbidang DAK lisik bidang



kesehatan kepada BAPPEDA untuk selanjutnya dilakukan input usulan melalui

aplikasi KRISNA DAK.

f. Khusus untuk subbidang Pelayanan Dasar, jumlah maksimal usulan per

kabupaten/kota adalah 50 usulan

g. Ketentuan lain mengenai tata cara penyampaian usulan DAK Fisik Bidang

Kesehatan mengikuti surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.7/2020 tanggal

22 Mei 2020, hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik

Tahun Anggaran 2021.

2. DAK Nonflsik Bidang Kesehatan

a. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota menyampaikan usulan DAK

Nonfisik Bidang Kesehatan perjenis per menu kegiatan pada aplikasi e-renggar

DAK Kementerian Kesehatan dengan alamat portal httDs://e-

reno0ar. oo.id/ menggunakan user masing-masing

b. Proses input usulan hanya dapat dilakukan oleh user yang telah terdaftar di

httos://e-renqoar. kemkes.oo.id/

c. Usulan Dinas Kesehatan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui

aplikasi e-renggar DAK Kementerian Kesehatan.

d. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat mengkoordinasikan

usulan DAK nonfisik bidang kesehatan kepada BAPPEDA bersama Sekretaris

Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Usulan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Kesesuaian usulan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah

2) Sinkronisasi kegiatan antar jenis DAK nonfisik dan Program Kesehatan yang

dibiayai APBD murni atau sumber lain agar tidak terjadi double cosrng.

3) Skala prioritas perjenis DAK nonfisik

4) Target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk dalam mendukung

pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.

5) Satuan Biaya masing-masing kegiatan

6) Tingkat penyerapan dan capain ouput DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

dalam 3 tahun terakhir; dan



7) Kesiapan pelaksanaan.

pendukung.
termasuk kelengkapan dokumen_dokumen

f. Usulan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
dibubuhi cap basah, selanjutnya diunggah kembali ke dalam aplikasi e_renggar
DAK Kemenkes

C. Batas Waktu penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan
Batas waktu penyampaian usulan DAK Bidang Kesehatan sebagai berikut:
'1. Penginputan usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 melalui

aplikasi KRTSNA DAK tanggat4 Juni s.d. 3 Juli 2020.
2. Penginputan usulan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021

melalui aplikasi e-renggar DAK tanggat4 Juni s.d. 3 Juli 2020.
3. Pengunggahan surat rekomendasi Gubernur atas usulan DAK Fisik dan nonfisik

Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota pating tambat i.t Juli2O2O
4. Verifikasi provinsi untuk usulan DAK Fisik pada aptikasi KRTSNA dan Usulan DAK

nonfisik pada aplikasi e_renggar tanggal 4 s.d 20 Juli 2O2O

5. Penilaian kelayakan teknis atas usulan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 5 s.d 3.1 Juli 2O2O

6. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu seryer atau Waktu
lndonesia Barat (WlB).

D. Ketentuan Lain-Lain

1. DAK bidang kesehatan per subbidang/kegiatan yang diusulan pemerintah Daerah
harus sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemedntah Daerah.

2. Pemerintah daerah agar memperhitungkan usulan Dana penunjang maksimal 5%
pada OAK Fisik Bidang Kesehatan hanya iika dibutuhkan.

3. Format surat pengantar usulan dan rekapitulasl DAK Nonfisik Bidang Kesehatan
sesuai dengan hasil cetak dari aplikasi e-renggar DAK Kemenkes dengan alamat
portal https://e-renooar.kemkes.oo.id/.

4. Apabila pemerintah Daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik daaplikasi
KRISNA dan DAK nonfisik diaptikasi e_renggar DAK sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan DAK Bidang
Kesehatan TA 2021.



5. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota secara berjenjang agar dapat

mensosialisasikan menu dan rincian kegiatan DAK Bidang Kesehatan sampai

tingkat Puskesmas.

Agarseluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsidan tidak ada

konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih'

Sekretaris Jenderal, /

rg. Oscar Primadi, MPH
NtP 196'1 10201988031013

Tembusan:

'1. lnspektur Jenderal

2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

6. Kepala Badan PPSDM Kesehatan

S EKR ETARIS
JENDER



Lampiran
SuratSekretarisJendera! t - .t
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A. Rincian Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang KesehatanTA202l

Rincian Menu KegiatanMenu KegiatanSubbidangJenis
Pembangunan gedung Puskesmas

Penambahan ruang puskesmas

Pembangunan rumah dinas puskesmas

Pembangunan

puskesmas

dan rehabilitasi

Pusling perairan

Pusling roda emPat

Ambulans

Pusling roda dua

lnstalasi pengolah limbah

Prasarana listrik

Prasarana air bersih

Pe nyed i aa n P rasaran a Puskesmas

Keperawatan kit

Sarana cold chain

UKGS Kit

UKS Kit

SDIDTK Kit

Bidan kit

Posyandu kit

Lansia kit

Set Kesehatan Gigidan Mu lut

Set umum

kesehatan puskesmasPenyediaan alat

Pelayanan DasarReguler



Rincian Menu Kegiatan
Menu KegiatanSubbidangJenis

tntensive Cardiac Care Unit (ICCU)

High Care Unit (HCU)

UTD/BDRS

lnstalasi Rawat Jalan

Rawat lnaP

Ruang Operasi

RSPembangunan dan rehabilitasi

ICCU

HCU

UTD/BDRS

Rawat Jalan

Rawat lnaP

Ruang OPerasi

Penyediaan alat kesehatan

Prasarana air bersih

Pengolahan Limbahlnstalasi

Pengadaan SIM RS

Prasarana listrik

Ambulans

Penyediaan Prasarana RS

Pelayanan Ruiukan

Sarana

Prasarana
Penyediaan sarana

instalasi farmasi

dan prasarana

ObatPenyediaan Obat

BMHP

CaftridgeTCM

RO dan BHP Skrining HIV

BHP Malaria

Penyediaan Bahan Habis Pakai

Kefarmasian dan

Bahan Habis Pakai

Pelayanan



Rincian Menu KegiatanMenu KegiatanSubbidangJenis
Pembangunan gedung lab kesehatan daerah

lnstalasi limbah labkesda

lnstalasi air bersih

Penyediaan alat labkesda

Peningkatan kaPasitas

kesehatan daerah

laboratorium

nean Rate VariabilitY (HRV) Test

Posbindu kit

CO Analyzer

dini penyakitPenyediaan alat deteksi

tidak menular

Pembangunan baru

Penyediaan alkes
Pembangunan RS Pratama

Penyediaan Telemedicine Sakit (Alkes dandi Rumah

Perangkat Keras)

di Puskesmas (Alkes danPenyediaan Telemedicine

Perangkat Keras)

Penyediaan Telemedicine

Sistem Kesehatan

Kesiapan Peningkatan

Penyediaan Makanan Tam bahan Bumil KEK

bahan Balita KurusPenyediaan Makanan Tam
Penyediaan makanan tambahan

Penyediaan alat antropometri

Therapeutic Feeding Center (TFC)

Sanitarian kit

Kesling Kit

Mobil Promkes

dan tataPenguatan Promosi, surueillans

laksana gizi

Stu nti n g (M ai o r P roi ect)

Penguatan lnteruensi

Penyediaan Pera latan Gawat Darurat

Set Pasca Persalinan

Set KIA dan KB

Set Persalinan

Set Laboratorium

Penguatan Alat Kesehatan

lbu dan Anak Puskesmas PONED

PelayananPenguatan Penurunan

Angka Kematian lbu dan

Bayi

Penugasan



Jenis Subbidang Menu Kegiatan Rincian Menu Kegiatan

Penguatan Sarana Pelayanan lbu dan

Anak RS PONEK

Ruang IGD

Ruang ICU

Ruang PICU

Ruang NICU

Ruang Operasi

Ruang Laboratorium

Ruang CSSD

Ruang Radiologi

Ruang Bersalin

Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan

lbu dan Anak RS PONEK

Ruang IGD

Ruang ICU

Ruang PICU

Ruang NICU

Ruang Operasi

Ruang Laboratorium

Ruang CSSD

Ruang Radiologi

Ruang Bersalin

Penguatan PSC 119 Gedung PSC 119

Ambulans PSC 119

Alat Sl PSC 119



B. Rincian Menu Kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA2021

Rincian Menu KegiatanMenu KegiatanJenis

Kegiatan Kesehatan MasYarakat tingkat provinsi

Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat provinsi

Upaya deteksidini, preventif, dan respons penyakit

Pembinaan kapasitas Labkesda pasca akred itasi

BOK Provinsi

Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Kab/Kota

Penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat

Upaya deteksidini, preventif, dan respon penyakit

Pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas

(Pemantapan MutuPeningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda

Eksternal(PME)

BOK Kabupaten/Kota

Pelaksanaan gerakan masYarakat hidup sehat diwilaYah kerja

Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas

Upaya deteksidini, preventif, dan respon penyakit

Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas

Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat

BOK Puskesmas

Biaya distribusi obat, vaksin,

lnstalasi Farmasi Provinsi Ke lnstalasi Farmasi Kabupaten/Kota

medis habis pakaidaridan bahan

Biaya distribusi obat, vaksin,

lnstalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Puskesmas

medis habis pakaidaridan bahan

k Obat dan BMHP diPemanfaatan Sistem Elektronik Logisti

Kab/Kota

Pembinaan dan Pengawasan toko alat kesehatan dan oPtikal

BOK Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Penyusunan regulasi daerah terkait stuntingBOK Khusus Sfunftng

Bantuan Operasional Kesehatan

(BoK)



Rincian Menu KegiatanMenu KegiatanJenis

Pemetaan dan Analisis situasi program stunting

Pelaksanaan rembuk stunting

Pembinaan kader pembangunan manusia

Pengukuran dan publikasi sfunfrng

Pencatatan dan PelaPoran

Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting

Workshop pendukung implementasi akreditasi puskesmas

Peningkatan dan penilaian mutu internal

Peningkatan dan Penilaian mutu eksternal

Dukungan Akreditasi puskesmas

Workshop persiapan akreditasi laboratorium Kesehatan Daerah

Peningkatan dan Penilaian mutu internal

Peningkatan dan penilaian mutu eksternal

Dukungan Akreditasi

Kesehatan Daerah

laboratorium

Dukungan Akreditasi

(biaya transportasi dan/atau sewaRujukan persalinan dan neonatal

alat transportasi )

Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran

Dukungan biaya p ersalinan bagi ibu

mempunyai jaminan kesehatan

hamil miskin yang tidak

Jaminan Persalinan (Jampersal)Jampersal

S

NtP 1961

Jenderal, {

, MPH
1013


